Buruh dan UU Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UUK) yang disahkan pada Pada 25 Maret 2003 telah genap berusia 16 tahun. Selama lebih dari satu dasawarsa undang-undang ini telah banyak mewarnai perjalanan kaum buruh di Indonesia, timbul kontroversi bahkan tak jarang merugikan kaum buruh. Berikut beberapa persoalan yang berkaitan erat dengan UUK, antara lain;
1) Outsourcing
Persoalan yang menyelimuti isu tenaga alih daya atau outsourcing seolah tak kunjung usai sejak UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diterbitkan. Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain pun masih diprotes kalangan pengusaha khususnya yang bergerak di sektor jasa outsourcing. 
2) Pengupahan
Persoalan upah memang begitu kompleks. Apalagi berkaitan dengan Upah Minimum. Dukungan terhadap buruh Indonesia untuk mendapat upah layak juga disuarakan federasi serikat pekerja internasional. Mereka menilai tuntutan itu lumrah dan tidak hanya dilakukan oleh buruh di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di Asia Pasifik.
 

3) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Isu K3 ikut meramaikan perbincangan publik di bidang ketenagakerjaan. Hal itu berkaitan dengan kecelakaan kerja di tambang di Papua. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM karena adanya kelalaian yang mengancam keselamatan buruh. Sementara serikat pekerja mendukung agar perusahaan dijatuhi sanksi tegas atas peristiwa tersebut. Sebab, perusahaan tambang, minyak dan gas wajib menerapkan K3 secara maksimal di lokasi kerja.
4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
PHK massal dipengaruhi pula oleh kondisi perekonomian nasional. Semakin buruk perekonomian, semakin besar peluang perusahaan tutup operasi. Selain PHK massal, PHK dalam skala kecil, apalagi yang bisa dihitung dengan jari, terus terjadi. Pemerintah bahkan menambah jumlah Pengadilan Hubungan Industrial.
5) Tenaga Kerja Indonesia
Masalah pengiriman dan perlindungan TKI di luar negeri masih menjadi pekerjaan rumah. Sejumlah pihak berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini. Salah satu yang membuat miris adalah pemenjaraan TKI di luar negeri, dan tak sedikit yang menghadapi tiang gantungan. Belum lagi mereka yang kesandung kasus lain.

6) Penatalaksana Rumah Tangga
Nasib Penatalaksana atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) belum banyak mengalami perubahan,  karena perlindungan kepada mereka, terutama berkaitan dengan kontrak kerja dan hak-hak mereka belum sepenuhnya terlindungi. Dalam konteks inilah ada yang mengusulkan payung hukum guna melindungi para penatalaksana rumah tangga tersebut.
7) Tenaga Kerja Asing
Indonesia telah memasuki era baru perdagangan regional bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada rezim bisnis ini, arus keluar masuk tenaga kerja dan barang semakin intens. Tenaga Kerja Asing (TKA) diprediksi semakin banyak datang dan bekerja di Indonesia.                                                              (data disarikan dari hukumonline.com)
